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PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB
% .‘/‘v M =
Al o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOROTAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXX, NIK.XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, XXXXX. Namun saat ini berdomisili di
Alamat XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan
XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan D3
Perbankan, Pekerjaan kolektor di Toko

Colombus, Alamat XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal
15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 28 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten

Pulau Morotai sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX,
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tertanggal 27 Mei 2024, status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis
sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Juanga, Kecamatan
Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama; Anak,
perempuan, Tempat tanggal lahir, XXXX, usia 3 tahun 9 bulan, Anak
tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
4.1. Tergugat sering kali selingkuh dengan perempuan lain;
4.2. Di waktu pisah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada
anak dan tidak kepada Penggugat;
4.3. Penggugat telah nikah sirih dengan laki-laki lain atas izin
Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Maret 2023, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama
“Dian” dan diakui juga oleh selingkuhannya. Karena hal itu, Penggugat
langsung keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin kewajiban suami istri sampai
sekarang;
6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Alamat XXXXX. Sedangkan, Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Alamat XXXXX;
7. Bahwa pihak keluarga belum menasihati Penggugat dan Tergugat
agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketapan hati
untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan
Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh
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Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera
Utara,;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai
Tahun 2024;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap
persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

.  Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten
Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Maret 2024. Bukti
tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan
aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

Il. Bukti Saksi.

Saksi 1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX.; di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat nikah saksi
hadir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, tapi sejak awal 2023 Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat
tinggal di Morotai;
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- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak
ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan
Tergugat, tapi tidak berhasil,
Saksi 2: XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXX;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saat nikah
saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun
sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat
tinggal di Morotai;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak
ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak
berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai
wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat
secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan
di tempat tinggal Tergugat secara in person. Juga Tergugat telah dipanggil
secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara
hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal
154 Rbg, Junto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50
Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal
7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan
gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering
kali selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat hanya memberikan nafkah
kepada anak dan tidak kepada Penggugat dan Penggugat telah nikah sirih
dengan laki-laki lain atas izin Tergugat;, sehingga mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870
KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai
ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta
otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), maka Penggugat dan Tergugat

dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama
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Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya
sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut
undang-undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh
karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi
dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat
sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara
satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat
dan para saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
dan telah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Terugat
rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan

Wanita lain;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun sampai sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Penggugat hamil anak pertama antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang

disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak
memberi nafkah;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2023,

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak

menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga
terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun,
dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak
saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
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yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah
tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana
untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan
saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha
secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah
tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah
rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak
pastian yang berkepanjangan dan kemudaratan bagi kedua belah pihak
suami-isteri, padahal kemudaratan sedapat mungkin harus dihindari,
sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi
pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah ushul
fighiyah yang berbunyi:“Menolak kemudharatan lebih utama daripada
mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan
mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat
dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua
Pengadilan Agama Morotai Nomor: 24/Pdt.G/2024/PA.MORTB tertanggal 28
Mei 2024, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Agama Morotai tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai
Tahun 2024;
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Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo
pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13
Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.l., M.H sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim, dan didampingi oleh Kadri., S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan

dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah., S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



